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Naskah buku ini semula merupakan makalah yang disusun
dalam rangka memenuhi tugas sebagai mahasiswa Program Strata 3
(Program Doktor) pada program studi Ilmu Hukum pada Program
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kuliah Topik Khusus (UNX 795). Mengingat selama kurun waktu 1993
hingga kini sudah terjadi banyak perkembangan dalam bidang hukum
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nenambahan .dan pengembangan ataupun pengurangan atau peng-
hapusan atas hal-hal yang dipandang sudah tidak sesuai lagi atas
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merupakan terjemahan ataupun peringkasan dari naskah atau sumber-
nya, atau sumbernya itu sendiri ada yang merupakan peringkasan
dari sumbernya yang lebih otentik. Seperti sudah diketahui, bahwa
penerjemahan, apalagi peringkasan sesuatu dari sumber aslinya,
dalam beberapa hal dapat mengakibatkan pemahaman atas substansi-
nya menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang
menginginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah
tersebut, disarankan untuk membaca secara lebih mendalam sumber
asli atau yang otentik, dengan menjadikan terjemahan ataupun
ringkasan yang ada dalam buku ini sebagai langkah permulaan saja.

Perlu ditegaskan disini, bahwa demi etika ilmiah-akademis, setiap
gambar atau peta yang dilampirkan dalam buku ini dikutip dari
sumber-sumber yang secara jelas dan tegas disebutkan di dalamnya,
sepanjang gambar atau peta tersebut memang merupakan kutipan.
Demikian pula kutipan-kutipan yang berupa pendapat atau pandangan
dari para sarjana, juga dikutip dengan menyebutkan identitas dari
sumber tersebut. Meskipun demikian, harus diakui pula, bahwa ada
kemungkinan apa yang dikemukakan dalam buku ini yang sebenarnya
sudah lebih dahulu pernah dikemukakan oleh para sarjana lain, tetapi
secara tidak sengaja tidak disebutkan sumbernya dalam buku ini. Hal
ini seyogianya dipandang sebagai adanya kesamaan pandangan
antara saya dengan para sarjana yang bersangkutan. Atau boleh jadi
saya sudah mengetahui pendapat sarjana tersebut tetapi saya lupa
menyebutkan sumbernya. Jika terjadi hal seperti yang terakhir, saya




mochon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca,
khususnya kepada pihak yang bersangkutan. Sedikitpun saya tidak
mempunyai niat dan maksud untuk melakukan penggelapan fakta
ataupun melakukan plagiat, yang justru sangat bertentangan dengan
prinsip-prinsip dan etika serta moral dalam dunia ilmiah-akademis.
Jika ada diantara para pembaca yang memandang bahwa apa yang
saya lakukan itu sebagai suatu yang tidak etis atau bertentangan
dengan etika ilmiah akademis, melalui kesempatan ini saya memohon
maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan keadaannya seperti sekarang ini. buku ini dipersembah-
kan kepada para pembaca. Segala kritik dan koreksi dalam bentuk
dan macam apapun akan saya terima dengan senang hati. Untuk itu,
sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada Sdr. Punomo Sadriman, SH., Direktur Penerbit CV Mandar
Maju < Bandung, saya mengucapkan banyak terima kasih atas
kesediaannya menerbitkan dan menyebarluaskan buku ini. Tanpa
bantuan dan peranannya, tidaklah mungkin buku ini bisa hadir di
hadapan para pembaca. :

Bandung, Agustus 2005

I Wayan Parthiana, SH. MH.
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PENDAHULUAN

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini
sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang
sebagai hukum kebiasaan internasional. Sejarah lahir dan pertum-
buhannya sebagai pranata hukum yang dimulai dari tindakan-tindakan
sepihak (unilateral acts) negara-negara dengan substansi yang masih
belum seragam atau masih amat variatif, sampai dengan diformulasi-
kan dalam bentuk konvensi internasional, (yang pertama, adalah
Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 dan yang kedua adalah
Konvensi Hukum Laut PBB 1982) menjadikan pranata hukum yang
bernama landas kontinen ini berlaku secara universal oleh karena
memang konvensi itu ditinjau dari sifat dan hakikatnya adalah me-
rupakan konvensi dalam ruang lingkup berlaku yang universal dan
global. Meskipun tidak atau belum semua negara meratifikasinya, hal
ini tidaklah mengurangi sifat dan hakikat universal atau globalnya.

Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan penye-
lesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau sengketa garis
batas landas kontinen, yang di dalamnya dibahas pula hakikat dan
landas kontinen sebagai pranata hukum yang bersifat jpso facto dan
ab initio. Suatu negara pantai (coastal state), atau negara pulau (/sland
state), ataupun negara kepulauan (archipelagic state) yang baru
merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di hadapan
atau di sekelilingnya memungkinkan, sudah dengan sendirinya
negara tersebut berhak atas landas kontinen dan haknya atas
landas kontinen itu berlaku semenjak negara itu menyatakan
kemerdekaannya.

Jadi tanpa perlu melakukan pernyataan atau tindakan apapun,
negara itu sudah dengan sendirinya (/jpso facto) mempunyai hak atas
landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu mulai sejak dari
awal (ab initio) berdirinya sebagai negara. Kalaupun suatu negara
mengeluarkan deklarasi atau pernyataan tentang landas kontinennya,
pernyataan ini sifatnya hanyalah penegasan saja (dek/aratif) atas
sesuatu yang memang sudah menjadi atau merupakan haknya
sendiri. Eksistensi landas kontinen sebagai pranata hukum inter-
nasional universal, semakin diperkuat dengan tindakan negara-negara
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yang mentransformasikan landas kontinen itu dalam bentuk peraturan
perundang-undangan nasionalnya masing-masing, dengan substansi
yang selaras dengan substansi landas kontinen sebagai kaidah hukum
internasional.

Meskipun kini setiap negara pantai diakui memiliki landas konti-
nen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah merupakan bagian
dari wilayah negara dan dengan demikian landas kontinen tidak
tunduk pada kedaulatan negara. Dengan kata lain, negara pantai
tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen. Landas kontinen
tetaplah merupakan suatu area atau kawasan dasar laut dan tanah di
bawahnya yang berada di luar wilayah negara. Negara pantai
hanyalah memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas (tidak seluas
kedaulatan) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif (exclusive rights)
pada landas kontinennya. Hak eksklusif tersebut secara garis besar
meliputi hak untuk mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dan hak
untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam-
nya. Hak eksklusif ini menjadikan negara pantai yang bersangkutan
adalah negara yang pertama-tama yang dapat memetik manfaat dari
landas kontinen itu sendiri, sedangkan negara-negara atau pihak lain
jika hendak memanfaatkannya, haruslah mendapat persetujuan ter-
lebih dahulu dari negara pantai.

Sebagai area atau kawasan yang berada di luar wilayah negara,
maka pada landas kontinen tersebut di samping hak-hak dan kepen-
tingan dari negara pantai itu sendiri juga terikat hak-hak dan kepen-
tingan-kepentingan negara-negara lain yang diakui dan dijamin oleh
hukum internasional. Terutama sekali hak-hak dan kepentingan
negara-negara lain pada area laut di atas landas kontinen yang
karena sifatnya ada sangkut pautnya dengan landas kontinen di
bawahnya. Kedua ini, yakni hak dan kepentingan negara pantai pada
satu pihak dan hak dan kepentingan negara-negara lain pada lain
pihak, harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengingat posisi geografi negara-negara, terutama negara-negara
pantai yang sama-sama memiliki landas kontinen, ada kemungkinan
landas kontinen antara dua negara atau lebih saling tumpang tindih
(overiapping) dan tentu saja potensial sebagai sumber sengketa
antara para pihak. Oleh karena itu, adalah amat penting untuk me-
nentukan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang
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bersangkutan. Masalah garis batas landas kontinen antara dua negara
atau lebih, dalam beberapa kasus bukanlah merupakan masalah yang
sederhana. Walaupun Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Konvensi tentang
Landas Kontinen 1958, demikian pula Pasal 83 dan 84 Konvensi
Hukum Laut PBB 1982 telah mengatur tentang garis batas landas
kontinen antara dua negara atau lebih, namun pengaturan tersebut
belumlah menjamin penyelesaian secara tuntas dan final. Hal ini
disebabkan karena pengaturan tersebut merupakan kaidah hukum
positif yang bersifat umum dan merupakan abstraksi yang dimaksud-
kan untuk dapat mencakup semua peristiwa hukum yang berkenaan
dengan masalah garis batas landas kontinen yang sudah umum
terjadi ataupun yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi pada
masa yang akan datang. Sedangkan peristiwa-peristiwa hukum
tersebut meskipun mengenai masalah yang sama, tegasnya tentang
garis batas landas kontinen, selalu mengandung perbedaan antara
satu dengan lainnya. Dengan kata lain, setiap masalah garis batas
landas kontinen antara dua negara atau lebih, selalu mengandung ke-
khususannya. Kekhususan-kekhususan tersebut antara lain berupa
perbedaan situasi dan kondisi geografis pantai negara-negara serta
landas kontinennya sendiri. Di beberapa kawasan konfigurasi pantai
dan landas kontinen negara-negara dan tentu saja juga garis
batasnya amatlah kompleks, sehingga tidaklah mudah ditetapkan
garis batasnya.

Secara umum sudah diakui, baik dalam teori maupun dalam
praktik hukum internasional, cara terbaik untuk menyelesaikan
sengketa pada umumnya, termasuk sengketa tentang garis batas

Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 adalah merupakan salah satu dari
Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri
dari empat konvensi, yakni: Convention on the Territorial Sea and Contiguous
Zone (Konvensi tentang laut Teritorial dan zona Tambahan): Convention on the
High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas); Convention on Fishing and
Conservation of the Living Resources of the High Seas (Konvensi tentang
Perikanan dan Perlindungan Sumber-Daya Hayati Laut Lepas); dan Convention on
the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen). Dalam tulisan ini akan
digunakan istilah Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 untuk menyebut
Konvensi tentang Landas Kontinen yang merupakan salah satu dari Konvensi
Jenewa tentang Hukum Laut 1958. Perlu dikemukakan di sini, bahwa nama lain
untuk Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958 adalah, Konvensi Hukum Laut
Jenewa 1958, Konvensi Hukum Laut PBB I 1958.
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landas kontinen antara dua negara atau lebih adalah dengan melalui
penyelesaian secara damai, misalnya melalui perundingan langsung
antara para pihak yang jika berhasil mencapai kesepakatan, selanjut-
nya kesepakatan itu diformulasikan dalam bentuk perjanjian inter-
naional. Namun tidak jarang para pihak gagal mencapai kesepakatan.
Sebagai akibat dari kegagalan tersebut, terpaksalah mereka menunda
atau mengendapkan masalahnya untuk suatu jangka waktu yang
tidak ditentukan?, atau kadang-kadang ada yang berkembang menjadi
sengketa yang berkepanjangan. Ada pula negara-negara yang karena
gagal mencapai kata sepakat, sehingga sengketa itu berkembang
menjadi sengketa hukum yang selanjutnya atas dasar kesepakatan
antara mereka, sengketa itu diajukan ke hadapan badan penyelesaian
sengketa, seperti Mahkamah Internasional ataupun badan arbitrase
internasional, untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan
mengikat yang pasti. Di samping itu ada sebagian negara yang
bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan mencari alternatif

. Sebagai contoh, masalah penentuan garis batas landas kontinen antara Indonesia

dan Vietnam di Laut Cina (Tiongkok) Selatan membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk sampai pada kesepakatan oleh karena pada mulanya kedua pihak
masih berbeda pendapat tentang cara penetapan garis batas landas kontinen di
kawasan tersebut. Vietnam menghendaki sistem ‘thaiweg" yakni, garis batas
landas kontinen kedua negara harus ditentukan pada bagian-bagian atau palung-
palung terdalam dari landas kontinen itu sendiri, sedangkan Indonesia meng-
hendaki penetapan berdasarkan metode garis tengah (median /ine). Akan tetapi
setelah melalui perundingan yang alot dan lama, kedua pihak baru berhasil
mencapai kesepakatan tentang garis batas landas kontinen di Laut Cina
(Tiongkok) Selatan pada 26 Juni 2003 dengan ditandatanganinya Agresment
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental
Shelf Boundary, 2003. Indonesia selanjutnya menyatakan persetujuan terikat
dengan cara meratifikasi Persetujuan ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6
ayat (1) yang kemudian disusul dengan mengesahkan serta mengundangkannya
dengan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist
Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf
Boundary, 2003).

Sudah terdapat banyak putusan badan penyelesaian sengketa internasional
mengenai sengketa garis batas landas kontinen, seperti North Sea Continental
Shelf Case 1969 antara Jerman melawan Belanda dan Denmark; Anglo-French
Continental Case 1977 antara Inggris melawan Perancis; Guinea - Guinea Bissau
Case, 1984 antara Guinea melawan Guinea Bissau dan lain-lain.
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lain, misalnya dengan menetapkan area landas kontinen yang menjadi
objek sengketa sebagai zona kerja sama (zone of cooperation), zona
pengaturan bersama (joint regulation zone), zona eksploitasi bersama
(Joint exploitation zone) ataupun sebagai zona pengembangan
bersama (joint development zone).

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk membahas tentang landas
kontinen itu sendiri, dimulai dari pengertian dan sejarah perkembangan
dari landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut inter-
nasional, selanjutnya akan dibahas garis batas landas kontinen
melalui suatu pendekatan kasuistis, yakni dengan mempelajari dan
membahas praktik negara-negara dalam menetapkan batas-batas
landas kontinen mereka serta kasus-kasus tentang landas kontinen
yang telah diputuskan oleh badan-badan penyelesaian sengketa
internasional.




BAB I

SEJARAH SINGKAT DAN PENGERTIAN
LANDAS KONTINEN

I.1. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Landas
Kontinen

Istilah landas kontinen (continental shelf) pertama-tama dikenal
dalam geologi, khususnya geologi kelautan, untuk menyebut kawasan
dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai
yang berada di bawah permukaan air (laut). Secara lebih lengkap,
landas kontinen dalam pengertian geologi ini ditegaskan dalam
Encyclopedia Americana', yakni:

"the part of the ocean floor that is adjacent to the shores of the

continents and is covered by water of shallow depth, less than

80-100 fathoms (490-600 feet, or 145-180 meters)".

(bagian dari dasar samudera (lautan) yang bersambungan

dengan pantai dari suatu benua dan yang ditutupi oleh perairan

yang dangkal, yaitu kurang dari 80-100 fathoms (490-600 kaki,
atau 145-180 meter)).

Selanjutnya ditegaskan lagi:

"On all ocean floors three distinct kinds of relief features are
found: the continental shelf, which is a shallow, gently shelving
section adjacent to the shore; the continental slope, which is a
relatively steep slope along the outer edge of the shallow section;
and the so called abyssal floor of oceanic plain, where water
depths exceed 1,000 fathoms (6,000 feet, or 1,800 meters)".

(Pada dasar samudera (lautan) tersebut, terdapat tiga jenis
wujud lekukan, yaitu: /andas kontinen, yang merupakan dasar
laut dangkal, yang merupakan bagian yang membentang yang
bersambungan- dengan pantai; kaki kontinen, yang merupakan
kaki yang relatif curam sepanjang tepi luar dan bagian yang
dangkal; dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan

! The ENCYCLOPEDIA AMERICANA: International Edition, Volume 7, Grolier
Incorporated, Connecticut, 06816, USA, halaman 695.
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samudera yang datar yang kedalaman airnya melebihi dari 1.000
fathoms (6.000 kaki, atau 1.800 meter).

Landas kontinen seperti ditegaskan dalam Encyclopedia Americana
ini adalah merupakan landas kontinen dalam pengertian geologi.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya penegasan, bahwa landas
kontinen itu hanyalah sebagian dari dasar lautan atau samudera
(the part of ocean floor), yaitu bagian yang dangkal yang ditutupi
oleh perairan, yang kedalamannya kurang dari 80-100 fathoms
(490-600 kaki, atau 145-180 meter). Sedangkan bagian lainnya (yang
di sebelah luarnya) adalah continental sloope, yakni bagian dari dasar
laut (ocean floor) yang secara relatif merupakan lereng yang curam
sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal tersebut. Bagian yang
lebih luarnya lagi dari dasar laut atau dasar samudera (ocean fioor),
disebut abyssal floor atau oceanic plain, yakni dasar laut yang terletak
pada kedalaman air laut 1000 fathoms (6000 kaki, atau 1800 meter).
Demikian juga sesuai dengan namanya sendiri, continental shelf atau
landas kontinen, dari segi ilmu bahasa dapat diartikan juga sebagai
/andas benua, oleh karena kata continent jika dialihbahasakan ke
dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan benua atau kontinen.
Jadi dengan demikian, dari segi geologi hanya benua sajalah yang
memiliki landas kontinen, sedangkan pulau ataupun gugusan pulau
tidak memiliki landas kontinen.

Istilah landas kontinen dalam pengertian geologi ini kemudian
diadopsi menjadi istilah hukum. Hal ini disebabkan karena dalam
bidang hukum, khususnya hukum laut, mulai muncul suatu
konsep baru yang kemudian berkembang menjadi suatu pranata
hukum laut baru, yang kini dikenal dengan nama "andas kontinen".
Tentu saja pengertian landas kontinen dalam bidang hukum ini
mengandung substansi dan ruang lingkup yang berbeda dengan
landas kontinen dalam bidang geologi. Istilah landas kontinen dalam
bidang hukum atau dalam arti yuridis, pertama kali diperkenalkan oleh
Presiden Amerika Serikat, HarryS‘. 7ruman (1945-1953) dalam suatu
Proklamasinya yang kemudian terkenal dengan nama Prokiamasi
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Truman pada tanggal 28 September 1945, Diktum dari Proklamasi

Truman ini menegaskan sebagai berikut:
"Having concern for the urgency of concerving and prudently
utilizing its natural resources, the Government of the United
States regard the natural resources of the seabed and the subsoil
of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to
the coasts of the United State as appertaining to the United
States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the
continental shelf extends to the shores of another State, or is
shared with an adjacent State, the boundary shall be
determined by the United States and the State concerned in
accordance with equitable principles. The character as high seas
of the waters above the continental shelf and the right to their
free and unimpeded navigation are in no way thus affected".
(Dengan mempertimbangkan urgensi dari pencadangan dan
pemanfaatan yang layak atas sumber-sumber daya alamnya.
Pemerintah Amerika Serikat memandang sumber-sumber daya
alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di
bawahnya dari landas kontinen yang berada di bawah laut lepas
tetapi yang merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat,

Proklamasi Truman 1945 ini sebenarnya terdiri dari dua proklamasi, yakni
Proklamasi tentang Landas Kontinen dan Proklamasi tentang Perikanan. Akan
tetapi dalam perkembangannya kemudian, Proklamasi tentang Landas Kontinen
temyata lebih dikenal dibandingkan dengan Proklamasi tentang Perikanan.
Tentang naskah kedua Proklamasi ini, demikian juga klaim Argentina mengenai
masalah yang hampir sama dan protes dari Amerika Serikat atas klaim Agrentina
ini, dapat dibaca dalam Herbert. W. Briggs: 7HE LAW OF NATIONS: CASES,
NOTES AND DOCUMENTS; Second Edition, Appelton Century Crofts, Inc, New
York, 1966, halaman 377-381. Sebenarnya pada tanggal 22 September 1942,
Pemerintah Inggris dan Pemerintah Venezuela telah menandatangani Perjanjian
tentang Garis Batas Dasar Laut di Teluk Paria (7reaty relating to the Submarine
Areas of the GUIf of Paria between the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and the United States of Venezuel3) yang sebenarnya jika dilihat
geografi dari kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya sebagaimana diatur di
dalam Perjanjian itu yang terletak antara pantai bagian utara Venezuela dan
pantai bagian selatan dari Trinidad dan Tobago (keduanya pada waktu itu
merupakan wilayah jajahan Inggris), merupakan dasar laut dan tanah di
bawahnya di luar laut teritorial atau di bawah laut lepas, yang pada hakikatnya
sesuai dengan Proklamasi Truman adalah merupakan /andas kontinen. Akan tetapi
Perjanjian ini sama sekali tidak menggunakan istilah /andas kontinen. Tidak ada
satupun istilah landas kontinen dapat dijumpai di dalam Perjanjian ini. Lihat dan
bacalah naskah Perjanjian ini dalam Shigeru Oda: op., cit., halaman 432-435.
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sebagai kepunyaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tunduk
pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat. Dalam hal
landas kontinen itu meluas hingga sampai pada pantai negara-
negara lain, atau harus dibagi bersama dengan negara yang
dihadapannya, maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika
Serikat dan negara yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip
jarak sama. Hakikat dari perairan di atas landas kontinen itu
sebagai perairan laut lepas disertai dengan hak atas kebebasan
pelayaran yang tidak boleh dihalang-halangi, tidak akan dipenga-
ruhi).

Proklamasi Truman ini yang dipandang sebagai awal dari lahirnya
konsep landas kontinen dalam arti yuridis, menampakkan sifat
yuridisnya itu dalam beberapa hal yang sekaligus membedakannya
dengan landas kontinen dalam arti geologi. Pertama, ditegaskan
bahwa yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat hanya terbatas
pada sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam landas
kontinen tersebut. Kedua, Proklamasi Truman ini walaupun tidak
secara eksplisit tidak mengubah status yuridis dari landas kontinen itu
sendiri sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak atau
berada di luar laut teritorial Amerika Serikat. Demikian pula dengan
status perairan di atasnya sebagai laut lepas (high seas) disertai
dengan kebebasan pelayaran di laut lepas (freedom of navigation)
dan kebebasan menangkap ikan (freedom of fishing) yang merupakan
dua kebebasan laut lepas yang secara tradisional dan turun-temurun
sudah diakui dan dihormati masyarakat internasional, sama sekali
tidak dihalang-halangi. Dengan kata lain, status perairan di atasnya
sebagai laut lepas dengan kebebasan laut lepasnya, masih tetap
diakui oleh Amerika Serikat.

Timbul pertanyaan, mengapa Amerika Serikat memandang periu
mengeluarkan suatu proklamasi untuk mengklaim dasar laut dan tanah
di bawahnya yang dinamakan landas kontinen dalam arti yuridis? Hal
ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya teknologi kelautan dan pertambangan, yang telah dikuasai
oleh Amerika Serikat pada masa itu. Dari hasil penelitian ilmiah
kelautan, terbukti bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya, baik yang
terletak di bawah area laut teritorial ataupun dasar laut dan tanah di
bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial, atau tegasnya di
bawah area laut lepas, yang disebut dengan landas kontinen dalam
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arti geologi yang terletak di hadapan pantai Amerika Serikat, mengan-
dung banyak sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, yang
sangat bermanfaat bagi Amerika Serikat. Bahkan dari penelitian ilmiah
terbukti, bahwa sumber daya alam yang terkandung di dasar laut
dan tanah di bawahnya itu ada yang merupakan sambungan atau
kelanjutan dari sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah
daratan Amerika Serikat.

Akan tetapi, terutama sepanjang menyangkut dasar laut dan
tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial atau di
bawah area laut lepas, pada waktu itu statusnya bukanlah merupa-
kan bagian wilayah negara. Sebagai kawasan atau area yang bukan
wilayah negara, tentulah tidak ada satu negarapun yang berhak
mengeksplorasikan ataupun mengeksploitasi sumber daya alamnya.
Dalam hal inilah Amerika Serikat menghadapi dilema. Pada satu pihak
Amerika Serikat sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
yang sudah mampu mengeksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya
hingga di luar batas laut teritorialnya serta mengeksploitasi sumber
daya alamnya, sedangkan pada lain pihak, sama sekali tidak ada
landasan hukum yang memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk
mengeksplorasi dan mengeksploitasinya.

Oleh karena itu, untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksplotasi-
nya, maka Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Harry
S. Truman menetapkan landasan hukum bagi dirinya sendiri, dengan
mengumumkan suatu proklamasi pada tanggal 28 September 1945
yang lebih dikenal dengan Proklamasi Truman, yang pada hakikatnya
adalah merupakan tindakan sepihak (Unilateral act). Proklamasi ini
terutama sekali ditujukan kepada masyarakat internasional, khusus-
nya negara-negara di dunia, bahwa semenjak tanggal tersebut
Amerika Serikat menyatakan dirinya berhak untuk mengeksplorasi dan
mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam landas
kontinen tersebut. Sebagai tindakan sepihak yang pada dasarnya
merupakan perluasan atas yurisdiksinya, tentu saja dapat menimbul-
kan pelbagai macam reaksi dari negara-negara lain. Akan tetapi, reaksi
negara-negara lain atas Proklamasi Truman ini ternyata kebanyakan
positif, dalam arti mendukung dan bahkan ada yang mengikutinya
dengan melakukan tindakan serupa.

Proklamasi Truman yang sangat terkenal ini, ternyata kemudian
diikuti oleh negara-negara lain, yakni negara-negara di kawasan
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Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (Archipelagic State)
sudah meratifikasi serta mengundangkan Konvensi Hukum Laut PBB
dalam beberapa hal sudah mentransformasikan pranata-pranata h
~laut .yang diatur di dalarn Konvensi tersebut ke dalam pera
"% perundang-undangan nasionalnya dalam bidang hukum laut. Satah
&dan pranata hukum-laut tersebut adalah landas kontinen sebagai

apat | ch;umpal pengaturannya di dalam Bagian VI Pasal 76-85. L
ritinen yang sedemikian luasnya ini mengelilingi seluruh kepulauan
ndonesia kecuali di area laut dimana laut teritorial Indonesia berbatasan
dengan laut teritorial negara-negara sahabat. Pada landas kontinennya
itu, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat (sovereign rights) untuk
mengeksplorasi landas kontinennya dan mengeksploitasi sumber daya
alamnya.

Ini menunjukan, betapa penting dan strategisnya landas kontinen itu
bagi Indonesia khususnya sumber daya alamnya bagi pembangunan
nasional Indonesia. Pengeksplorasian landas kontinen dan
pengekspliotasian sumber daya alamnya dilakukan dengan menggunakan

" teknologi tinggi yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan

multinasional asing maupun domestik berdasarkan ijin atau konsesi yang
diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Sampai disini, landas kontinen tisak
saja mengandung aspek teoritis ilmiah tetapi juga aspek aplikatif-praktis.

Atas dasar itu, betapa pentingnya pranata hukum laut yang bernama
landas kontinen ini dipelajari dan dipahami baik oleh para ilmuwan dalam
bidang kelautan.dan hukum laut maupun oleh para praktisi yang bergerak
dalam bidang pengeksplorasian landas kontinen tersebut dan
pengeksploitasian sumber daya alamnya. Dengan pemahaman yang baik
dan benar tentang landas kontinen ini terhindarkanlah pemahg
keliru tentang landaslkentinen‘tersebut, misalnya dengan memg
kontinen maka wilayah' Indonesia bertambah luas. Pemahamal
kelitu sebab landas kentinen bukanlah bagian dari wilayah negar
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